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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, dapat dismpulkan bahwa
pelaksanaan tanggung jawab reklamasi yang dilakukan oleh PT Arutmin
Indonesia telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 18
Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, baik kegiatan
reklamas itu sendiri maupun penetapan jaminan reklamasi sebaga wujud
kesungguhan PT Arutmin Indonesia dalam ha pemulihan lingkungan
khususnya reklamasi.

Namun realisas pelaksanaan reklamasi PT Arutmin Indonesia belum
sepenuhnya mencapai target seperti yang tercantum dalam rencana reklamasi
PT Arutmin Indonesia periode 2003-2007. Selain itu pelaksanaan reklamasi
oleh PT Arutmin Indonesia masih terkendala karena kurang melibatkan
pemerintah daerah setempat (Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu,
Dinas Pertambangan Kabupaten Kotabaru dan Dinas Kehutanan). Peran serta

Dinas Pertambangan Kabupaten hanya sebagai pengawas administratif.
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B. Saran
Berdasarkan penelitian sebagaimana telah diuraikan di  bab-bab
sebelumnya maka didapat beberapa saran berkaitan dengan pelaksanaan

tannggung jawab reklamas yang dilakukan olen PT Arutmin Indonesia di

Propinsi Kalimantan Selatan :

1. Pemerintah Pusat yaitu Dirjen. Mineral, Batubara, dan Panas Bumi
diharapkan perlu tetap melakukan pengawasan, peninjauan langsung dan
penilaian terhadap pelaksanaan reklamas bekas tambang terhadap
perusahaan-perusahaan pertambangan batubara, khususnya PT Arutmin
Indonesiadi Propinsi Kalimantan Selatan.

2. Pelibatan Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Kotabaru dalam melakukan pengawasan kegiatan reklamas yang
dilakukan di wilayahnya.

3. Bagi PT Arutmin Indonesia diharapkan meningkatkan target maksimal per
tahun dalam pelaksanaan reklamasi serta menjadi contoh bagi perusahaan

pertambangan lain berkaitan dengan reklamasi.
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